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ROAD MAP PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2015 - 2020 PROPINSI JAWA TIMUR



A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Sejak diimplementasikannya peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah disekitar tahun 1999 yang ditandai dengan diterbitkannya UU no 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU no 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan kemudian diganti menjadi UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat telah menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah. Hal ini menandai era akuntabilitas keuangan daerah yang sejalan dengan reformasi keuangan negara dengan dikeluarkannya UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU no 1 tahun 2004 tentang Kebendaharaan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksanaan Keuangan. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur dan memberikan otoritas dan tanggung jawab yang luas kepada daerah untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Desentralisasi, yang merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan memberikan kontribusi yang sangat besar pada perubahan tersebut, terutama pada pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi dari desentralisasi adalah perubahan terhadap pengelolaan keuangan daerah, yaitu daerah mempunyai wewenang untuk mengatur anggaran keuangan daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dengan kata lain, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku



Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengimplementasikan manajemen keuangan yang berbasis pada kinerja (performance based management) sebagaimana tercantum dalam PP no 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP no 24 tahun 2005 yang telah berubah menjadi PP no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri no 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagai realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan semenjak tahun 2007 dengan diterbitkannya Perda no 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.



Namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah



melakukan penataan mulai tahun 2003 dalam rangka meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Keberhasilan meraih opini WTP selama 4 tahun berturut-turut menunjukkan keseriusan Pemerintah Propinsi Jawa Timur guna mewujudkan tata kelola keuangan yang baik menuju Good Government Governance. Berbagai langkah kerja menuju prestasi pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah: a. Perancangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan karakteristik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sistem dan Prosedur ini menjadi landasan dan acuan bagi seluruh SKPD untuk menerapkan pengelolaan keuangan di SKPDnya sehingga terdapat keseragaman dan standarisasi dalam pengelolaan keuangan; b. Kontinuitas sosialisasi Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan daerah agar terdapat kesepahaman dalam mengoperasikan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah; c. Membangun Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) yang yang mengakomodir



peraturan



perundang-undangan



tentang



keuangan,



karakteristik kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta menjalankan mekanisme e-audit BPK; d. Pelatihan dan Implementasi SIKDA sebagai transfer knowledge tidak hanya dibidang teknologi dan informasi tetapi juga peraturan pengelolaan keuangan daerah; e. Penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan SKPD; f. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengamanan setiap asset yang dimiliki baik berupa kas maupun barang dalam cakupan metode maupun regulasi; g. Pendidikan dan pelatihan pengelola keuangan daerah sebagai jembatan untuk peningkatan kapasitas aparatur khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah, agar memahami pentingnya opini WTP dalam pelaporan serta transfer knowledge yang efektif dari PPKD ke SKPD Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (LPKD) sebagai bagian dari peningkatan pengelolaan keuangaan secara berkelanjutan (continues improvement). Mengingat LPKD merupakan inovasi baru dan lembaga pertama di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tentunya membutuhkan perencanaan strategis yang mampu menghantarkan LPKD menjadi lembaga yang benar-benar mampu dirasakan keberadaannya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Salah



satu



persoalan



dalam



pengembangan



LPKD



adalah



dalam



perencanaannya. Selain karena merupakan terobosan lembaga baru, juga membutuhkan waktu yang lama sehingga benar-benar menjadi lembaga yang dirasakan keberadaan dan manfaatnya. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah



jaminan konsistensi antara pengembangan LPKD dengan proses bisnis pengelolaan keuangan daerah Propinsi Jawa Timur. Hal ini penting agar LPKD benar-benar dapat mendorong kearah pengembangan pemerintah daerah menuju Good Government Governance. Untuk itulah maka pengembangan LPKD memerlukan perencanaan strategis. Rencana strategis ini berupa peta jalan (road map) yang menjelaskan tentang



komponen-komponen



LPKD



yang



akan



dikembangkan,



arah



pengembangannya, dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Pada gilirannya peta jalan (road map) perlu dijabarkan dalam sebuah Rencana Strategis (renstra) pengembangan LPKD. Dokumen peta jalan menjelaskan tentang bagaimana komponen-komponen tersebut akan dikembangkan dalam kurun waktu dan tahap-tahap tertentu. Peta jalan menjadi arah pengembangan kelembagaan dan dasar bagi pelaksanaan perencanaan strategis (renstra) yang lebih detail dan operasional dalam jangka waktu tertentu. Peta Jalan ini menjelaskan tahapan pilar-pilar pengembangan LPKD yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (2015 sampai dengan 2020) meliputi, : a. Penguatan Kebijakan b. Peningkatan Kapasitas SDM c. Pengembangan Database d. Pelayanan Berbasis IT Dokumen



peta



jalan ini



diorganisasikan



menurut tahapan-tahapan



pengembangan di atas dalam Garis Besar Rencana Induk Pengembangan (RIP). Sebelumnya, terlebih dahulu disampaikan kerangka berpikir yang melandasi penyusunan peta jalan ini. 2. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Roadmap Secara umum Peta Jalan LPKD 2015 – 2020 bertujuan memberikan arahan bagi pengembangan LPKD terutama pada aspek-aspek pentahapannya. Secara lebih spesifik, Peta Jalan LPKD 2015 – 2020 bertujuan: a. Menyiapkan jalan untuk mewujudkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuju Good Government Governace,



b. Mewujudkan implementasi LPKD yang efektif dan realistis untuk meningkatkan mutu program dan kegiatan yang mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik Peta Jalan LPKD 2015 – 2020 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. Mengurangi



resiko



kegagalan



implementasi



pentahapan



pilar-pilar



pengembangan LPKD akibat perencanaan yang kurang terarah. b. Memberikan kendali untuk memaksimalkan kesinambungan program-program pengembangan LPKD. c. Mendorong terciptanya solusi-solusi yang lebih terpadu dan berkesinambungan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan pengelolaan keuangan daaerah d. Memberikan panduan bagi penentuan prioritas pengembangan LPKD, terutama pada aspek pentahapan realisasinya. e. Menjamin keberlanjutan pengembangan LPKD melalui perencanaan kegiatan yang lebih terarah dan berkelanjutan. 3. Kerangka Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) LPKD Peta jalan atau road map adalah sebuah arahan (direction) bagi usaha pengembangan yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. Esensi sebuah peta jalan adalah adanya jalur-jalur (paths) pengembangan yang bila diikuti akan membawa pelakunya mencapai tujuan pengembangan tersebut. Jalurjalur ini disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai faktor yang melekat pada konteks, situasi, dan lingkungan pengembangan, sehingga dapat mengantarkan pada pencapaian tujuan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Efektivitas dan efisiensi dicapai melalui proses pengembangan yang terukur dan sistematis. Ada tiga prinsip dasar yang digunakan dalam menyusun langkah dan tahapan pengembangan: a. Perencanaan yang realistis. b. Implementasi yang terukur dengan indikator yang jelas c. Kontinuitas antar program dan kegiatan yang terjaga.



Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tiga prinsip dasar tahapan pengembangan tersebut, perencanaan peta jalan (roadmap) akan disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Merumuskan Landasan Pengembangan LPKD. Ada tiga aspek dalam lingkup ini, yaitu: landasan regulasi, landasan kelembagaan (Strategy Formulation) dan landasan strategic (analisis SWOT) b. Menyusun Garis Besar Rencana Induk Pengembangan (RIP). Ada empat komponen arah pengembangan LPKD, yaitu: memperkuat kebijakan, meningkatkan kapasitas SDM, mengembangkan database dan



pelayanan



berbasis IT c. Identifikasi program/kegiatan strategis dan pengembangan indicator kinerja. Identifikasi program/kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari komponen arah pengembangan LPKD. Untuk tiap program dan kegiatan, perlu dibuatkan indikator keberhasilannya, sekaligus mekanisme pengukuran untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi. B. Landasan Pengembangan LPKD 1. Landasan Regulasi a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara d. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah e. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah f. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan g. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah h. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah



i.



Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



j.



Permendagri 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



k. Permendagri 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. l.



Permendagri



64



tahun



2013



tentang



Penerapan



Standar



Akuntansi



Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah m. Peraturan Daerah no. 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur n. Peraturan Gubernur no. 39 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2. Landasan Kelembagaan a. Visi Menjadi center of excellent dalam Pengelolaan Keuangan Daerah b. Misi 1) Melatih SDM Pemda sehingga mempunyai pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan daerah; 2) Mendampingi SDM Pemda dalam menjalankan praktek pengelolaan keuangan daerah yang professional; 3) Menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. c. Tujuan dan sasaran 1) Memberikan pelatihan bagi SDM Pemerintah daerah tentang perencanaan, penganggaran,



penganggaran,



penatausahaan,



pelaporan



dan



pengevaluasian keuangan daerah; 2) Melakukan assessment competent / penilaian pemahaman SDM Pemerintah daerah tentang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengevaluasian keuangan daerah;



3) Mendampingi SDM Pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah (clinic center); 4) Mengembangkan basis data pengelolaan keuangan daerah d. Hasil Yang Diharapkan 1) SDM pemerintah daerah mengetahui peraturan perundangan yang terkait dalam pengorganisasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kebutuhan adanya kebijakan-kebijakan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2) SDM pemerintah daerah lebih mudah memahami kelembagaan organisasi penyelenggara pengelolaan keuangan dan aset daerah dan langkah-langkah pembentukannya; 3) Dapat memperjelas tugas dan wewenang para pelaku pengelolaan keuangan dan aset daerah; 4) Penyelenggaraan



pengelolaan



keuangan



dan



aset



daerah



dapat



dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 5) Dengan adanya keseragaman pemahaman tentang kebijakan serta sistem dan



prosedur



pengelolaan



keuangan



daerah



akan



mempermudah



Pemerintah Pusat dalam mengkoordinasikan kebijakan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset pemerintah pusat yang dihibahkan ke pemerintah daerah; 6) Memudahkan dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan asset daerah yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dikarenakan keseragaman persepsi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah. 3. Landasan Strategik Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran UPT LPKD sebagaimana terdapat pada landasan kelembagaan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan



ekternal serta strategi yang diterapkan. Oleh karena itu strategi yang dipilih dan digunakan



oleh



UPT



LPKD



harus



dengan



pertimbangan



tepat



dengan



memperhitungkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Dikarenakan ketepatan dalam menentukan strategi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui Analisis SWOT (Strength, weakness, opportunity and threat). a. Analisis Lingkungan Internal Berdasarkan kajian analisis lingkungan internal (ALI) pada UPT LPKD terdapat beberapa hal yang merupakan unsur kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknes). Kedua unsur tersebut pada hakekatnya dibutuhkan untuk dianalisis dan dievaluasi, dimana unsur kekuatan merupakan potensi kinerja yang telah dan dapat dikembangkan, sedang unsur kelemahan merupakan permasalahan/hambatan yang harus segera untuk diatasi dengan harapan dapat menjadi kekuatan bagi UPT LPKD. Faktor internal yang dijumpai pada UPT LPKD yang menjadi faktor kekuatan (strength) adalah sebagai berikut : 1) LPKD Propinsi Jawa Timur merupakan lembaga laboratorium pertama yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Indonesia 2) Tersedianya Peraturan Gubernur no 30 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Jawa Timur sebagai payung hukum dan pedoman bagi pelaksanaan tugas, pokok dan tatakerja pada UPT LPKD. 3) Adanya dukungan structural terhadap terbentuknya UPT LPKD dalam bentuk kewenangan melaksanakan fungsi laboratorium pengelolaan keuangan daerah. 4) Telah tersusun struktur organisasi dan rincian kerja (job description) 5) Telah terumuskan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan. 6) UPT LPKD telah didukung personal 4 PNS dan 3 Non PNS 7) Telah memiliki gedung sendiri dan fasilitas fisik lainnya 8) Telah memiliki kurikulum mengenai pengelolaan keuangan daerah



9) Telah memiliki modul dan bahan ajar pelatihan 10)Adanya dukungan keuangan dari APBD Selain unsur kekuatan yang terdapat pada faktor internal UPT LPKD tersebut diatas juga terdapat faktor kelemahan (weakness) adalah sebagai berikut : 1) Meskipun telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran, UPT LPKD belum memiliki arah pengembangan strategis untuk jangka menengah, termasuk Rencana Strategis (Renstra) dan rencana jangka pendek. 2) Adanya kemungkinan terjadinya overlap kegiatan dengan lembaga lain seperti Badan Diklat. 3) Belum tersedianya Standart Operasional Prosedure (SOP) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bagi semua bidang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi sehingga tidak ada standart yang digunakan untuk mengukur pekerjaan; 4) Penataan SDM yang belum merata pada masing-masing bidang baik secara kuantitas maupun keahlian; 5) Kurang adanya keseragaman pemahaman tentang kebijakan serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diantara pengelola keuangan daerah. 6) Belum



terdapat



aplikasi



komputerisasi



yang



terintegrasi



dari



penganggaran sampai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD; 7) Belum terdapat database keuangan daerah yang dapat dijadikan sebagai bank data di dalam pengelolaan keuangan daerah 8) Meskipun telah memiliki kurikulum dan modul/bahan ajar pengelolaan keuangan daerah, namun belum aplikatif yang dapat digunakan untuk pelatihan yang lebih praktis, seperti studi kasus, role play dll. 9) Kurangnya sarana dan prasarana untuk terbentuknya pusat-pusat pelatihan PKD.



Objek yang dianalisa



No. 1 a B c d e f g



2 a b c d e 3



Kekuatan (Strengths) 1 2 3



Kelembagaan Posititioning Dukungan regulasi dan structural Struktur Organisasi dan Job Des Arah Pengembangan dan Resntra Perangkat aturan internal (SOP) Dokumen Standar Pelayanan Minimal Adanya overlap dengan lembaga internal lain Sumber Daya Manusia Dukungan SDM yang ada Penataaan SDM Pemahaman SDM tentang PKD Kualifikasi SDM professional



1 1 1 1 1 1 1



1 1 1 1



a b c d e f



Sarana dan Prasarana Bangunan dan Gedung Sarana Fisik lainnya Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar Sistem Aplikasi Terkomputerisasi Data base keuangan daerah Sistem dan teknologi informasi



a b



Sumber Daya Keuangan Dukungan dana APBD Fasilitas keuangan lainnya



1



Jumlah



3



4



Kelemahan (Weaknesess) -1 -2 -3



1 1 1 1 1 1



1



Nilai Lingkungan Internal



6 21



12



-5



-8 -13



8



b. Analisis Lingkungan Eksternal Dengan menggunakan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), terdapat unsur-unsur yang menjadi peluang (opportunities) dan yang menjadi ancaman (threats) dari faktor eksternal UPT LPKD. Faktor eksternal yang berupa unsur peluang (opportunity) merupakan unsur secara tidak langsung memberi dukungan terhadap keberhasilan UPT



LPKD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut: 1) Daya dukung peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum pengelolaan keuangan daerah, termasuk peraturan-peraturan terbaru. 2) Peluang memperoleh pendapatan untuk peningkatan penerimaan PAD 3) Peluang menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti Perguruan Tinggi, Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lainnya 4) Pembinaan kepada pemerintah kota/kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur mengenai pengelolaan keuangan daerah 5) Belum adanya persaingan untuk lembaga sejenis yang dimiliki oleh pemerintah daerah lainnya. 6) Perkembangan teknologi informasi yang membuka peluang akses informasi dan komunikasi menjadi tidak terbatas. Faktor ekternal yang berupa ancaman (threat) harus dianalisa dengan harapan ancaman tersebut dapat menjadi peluang atau kekuatan bagi UPT LPKD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut : 1) Aturan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sering mengalami perubahan dengan cepat 2) Adanya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih antara satu dengan lainnya yang menyebabkan kesulitan dalam menerapkannya. 3) Tuntutan regulasi atas laporan dengan substansi yang sama tapi format yang berbeda. 4) Adanya kompetisi dengan lembaga konsultan keuangan daerah. 5) Pengembangan database yang berbasis teknologi rentan dalam hal keamanan



No. 1



Objek yang dianalisa Peraturan Perundang-undangan



Peluang (Opportunity) 1 2 3



Ancaman (Threats) -1 -2 -3



a b c 2 a b c d 3 a b c 4 D 1 2 3



Dukungan Regulasi PKD Perubahan Regulasi dan tumpang tindih Format Pelaporan Keuangan



1 1 1



Jaringan kerja Kerjasama Perguruan Tinggi Dukungan Pemerintah Pusat Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain Pembinaan Kepada Kota/Kab di Jatim Kondisi persaingan Belum ada lembaga lain sejenis di Pemda Peluang meraih pendapatan Persaingan dengan Lembaga Konsultan KD



1 1 1 1 1 1 1



Perkembangan Teknologi Kemudahan akses informasi dan teknologi Tingkat pengamanan database Kepuasan pelanggan lembaga/kelompok



1



Jumlah



1



Nilai Lingkungan Eksternal



1 1



10 20



9



-1



-4 -8



-3



12



c. Posisi Strategi Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal dengan analisis SWOT, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun masih banyak kelemahan-kelamahan yang dimiliki UPT LPKD yang dapat mempengaruhi kekuatan yang ada, namun dengan peluang-peluang yang begitu besar menjadikan UPT LPKD memiliki posisi strategis di dalam melakukan dukungan kepada perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Jawa Timur. Posisi strategis UPT LPKD gambar dibawah ini, yaitu pada kuadran I (Offensive/agresif), artinya UPT LPKD diharapkan mampu memainkan peran strategis dengan mengambil posisi ofensif/agresif dalam melakukan pengembangan-pengembangan baik secara kelembagaan maupun kebijakan dan regulasi serta peningkatan kapaitas pengelola keuangan daerah yang didukung dengan database keuangan daerah serta pelayanan berbasis teknologi informasi yang canggih.



d. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan Sejalan dengan analisis SWOT tersebut, factor-faktor kunci keberhasilan pengembangan UPT LPKD dirumuskan dalam 4 (empat) pilar pengembangan LPKD yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (2015 sampai dengan 2020) meliputi, : 1) Penguatan Kebijakan. Pilar ini mengandung muatan bahwa LPKD diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk penelitian, kajian, diskusi, analisis, evaluasi regulasi, laporan keuangan dan laporan kinerja, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 2) Peningkatan Kapasitas SDM. Pilar ini mengandung muatan bahwa LPKD diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk lokakarya, workshop, pelatihan,



bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah. 3) Pengembangan Database. Pilar ini mengandung muatan bahwa LPKD diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk identifikasi data dan sumber data, pembuatan database dan perangkatnya, pengolahan database serta melakukan analisis berbasis data, sehingga mampu memberikan informasi yang valid, andal dan akuntabel dalam mendukung dua pilar sebelumnya. 4) Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi (TI) Pilar ini mengandung muatan bahwa LPKD diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk pengembangan fasilitas teknologi informasi yang dapat digunakan dalam melakukan pelayanan public khususnya terkait dengan penyediaan data dan informasi keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta penyediaan layanan pelatihan secara online. C. Garis Besar Rencana Induk Pengembangan (RIP) LPKD Perumusan garis besar rencana induk pengembangan (RIP) LPKD didasarkan pada factor-faktor kunci keberhasilan yang terdiri atas 4 pilar pengembangan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Penjabaran atas RIP LPKD yang disusun terdiri atas: 



Tujuan







Sasaran







Strategi







Kebijakan







Penanggungjawab



Untuk masing-masing pilar pengembangan, sehingga memberikan gambaran mengenai arah pengembangan LPKD dalam 5 tahun kedepan. Lebih detail ke empat pilar pengembangan LPKD dijelaskan sebagai berikut: 1. Memperkuat Kebijakan



Tujuan



Strategi



Kebijakan



dan



Optimalisasi struktur organisasi yang ada



Terpenuhinya standar kompetensi kelembagaan



Mengembangkan organizational need analysis



Mewujudkan research based policy di bidang PKD



Meningkatnya kualitas research based policy yang relevan dan representative mengenai PKD



Optimalisasi Penelitian dan Pengkajian terhadap Peraturan-peraturan mengenai PKD



Mewujudkan kelembagaan yang berorientasi revenue center



Terciptanya sumber pendapatan daerah



Mengembangkan pusat-pusat pelatihan PKD



Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai job description Menyusun SOP sesuai dengan kebutuhan organisasi Merumuskan standar pelayanan minimal (SPM) Melakukan organizational need analysis Merumuskan standar kompetensi kelembagaan melalui perolehan ISO Pengajuan usulan struktur organisasi baru sesuai dengan dinamika lingkungan organisasi Menyiapkan peraturan daerah sebagai payung hukum kelembagaan Menyusun Petunjuk teknis penelitian dan pengkajian Regulasi Aktif melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait PKD Melakukan analisis atas Laporan Keuangan Pemda Melakukan kajian atas LHP BPK dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut Menyiapkan perangkat sarana dan prasarana pusatpusat pelatihan Menyusun juklak dan juknis pusat-pusat pelatihan PKD Merumuskan rancangan konsep kerjasama kelembagaan Melakukan kerjasama kelembagaan



Menciptakan strutur kelembagaan yang memenuhi kualifikasi sebagai suatu laboratorium



Sasaran Meningkatnya efektifitas efisiensi kelembagaan



Menjalin kerjasama kelembagaan



PJ



2. Peningkatan Kapasitas SDM Tujuan Meningkatkan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi



Sasaran Meningkatnya kualitas aparat pelaksanaan tupoksi



Strategi Merancang program peningkatan kapasitas aparat



Kebijakan Menyusun program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Melaksanakan studi banding kelembaga lain Melakukan sharing knowledge dengan pakar PKD



PJ



Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan PKD bagi Stakeholder



Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PKD



Merancang kurikulum dan bahan ajar PKD yang aplikatif dan praktis Menentukan kriteria instruktur pengajar



Melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Menyusun kurikulum PKD Menyusun bahan ajar (modul dan handout) yang aplikatif Melakukan seleksi instruktur Melakukan perekruitan instruktur atau kerjasama dengan pihak lain Merumuskan aturan pola hubungan dan kerja sama dengan SKPD



Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD di Propinsi Jatim



Mengembangkan pola hubungan dan kerja sama dengan SKPD



Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola PKD Kab/Kota se Jatim



Mengembangkan pola hubungan dan kerja sama dengan Kab/Kota Se Jatim



Merumuskan aturan pola hubungan dan kerja sama dengan Kab/Kota



Strategi



Kebijakan



Melakukan pendampingan dalam PKD Melakukan pelatihan terhadap aparat pengelola KD dari SKPD



Melakukan pendampingan dalam PKD Melakukan pelatihan terhadap aparat pengelola KD dari Kab/Kota



3. Pengembangan Database Tujuan



Sasaran



Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen data



Terbangunnya system database yang handal



Mengembangkan manajemen database



PJ



Melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan database Merancang disain system database (software) Pengadaan hardware database Menyusun SOP manajemen database Implementasi database



4. Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan Mewujudkan pelayanan berbasis TI



PKD



Sasaran



Strategi



Kebijakan



Terbangunnya system pelayanan PKD berbasis TI



Mengembangkan system pelayanan berbasis Ti



Melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan system TI Merancang disain system TI (software) Pengadaan hardware system TI Menyusun SOP manajemen system TI Mengembangkan system aplikasi pengelolaan keuangan daerah



PJ



Mengembangkan Website LPKD



Membuat Website Mengembangkan content Mengembangkan aplikasiaplikasi pengajaran online



D. Penutup Roadmap Pengembangan LPKD yang dirumuskan dalam garis besar Rencana Induk Pengembangan (RIP) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan sebuah arahan (direction) bagi usaha pengembangan yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. Guna menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan RIP LPKD dalam bentuk yang lebih operasional, maka tindak lanjut dari Roadmap ini adalah perumusan perencanaan yang realistis dalam bentuk program kerja, implementasi yang terukur dengan indikator yang jelas serta kontinuitas antar program dan kegiatan yang terjaga.
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